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PENGANTAR

Pemerintah Pusat telah menetapkan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi
(RAN-PG) Tahun 2021-2024 melalui Keputusan Menteri PPN/Bappenas Nomor
124 tahun 2021, yang merupakan acuan bagi seluruh tingkatan pemerintahan
dan pemangku kepentingan. RAN-PG kemudian harus diterjemahkan oleh
pemerintah daerah ke dalam sebuah Rencana Aksi Daerah yang mendukung
pencapaian keberhasilan RAN-PG. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2021 yang isinya
menginstruksikan setiap daerah untuk segera menyusun Rencana Aksi Daerah
Pangan dan Gizi (RAD-PG). Rencana aksi tersebut harus menjadi landasan
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pengendalian terkait
program dan kegiatan Pangan dan Gizi.

Kota Bandung hingga saat ini belum memiliki dokumen RAD-PG. Dengan
ditetapkannya RAN-PG terbaru, ini menjadi sebuah kesempatan emas bagi
Pemerintah Kota Bandung untuk segera menyusun RAD-PG. Rencana Aksi
menjadi penting mengingat Kota Bandung memiliki berbagai tantangan pangan
dan gizi yang harus dituntaskan secara komprehensif. Ketersediaan pangan
yang cukup untuk menjamin kebutuhan konsumsi selutuh masyarakat menjadi
tantangan terbesar. Tantangan lainnya adalah daya jangkau dan ketimpangan yang
semakin melebar di masyarakat, sebagai dampak dari COVID-19. Selanjutnya
adalah penetapan Kota Bandung sebagai salah satu lokus Stunting, yang juga
menjadi tantangan tersendiri.

Dalam menyikapi tantangan-tantangan tersebut, Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian (DKPP) bersama-sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitiandan Pengembangan (Bappelitbang) serta Hivosmelalui proyek SWITCH
Asia Local Harvest yang didanai oleh Uni Eropa, menginisiasi perumusan
RAD-PG Kota Bandung melalui pertemuan lintas pelaku kepentingan. Hasil
dari pertemuan tersebut merekomendasikan agar penyusunan RAD-PG Kota
Bandung segera dilaksanakan. Buku ini merupakan bagian kedua dari rangkaian
buku “Pola Konsumsi Pangan dan Gizi Kota Bandung”. Buku ini diharapkan
dapat memberikan kontribusi terhadap penyusunan RAD-PG Kota Bandung.

Bandung, Januari 2022

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung



EKSEKUTIF

ustainable Development Goals

(SDGs) telah menargetkan
peningkatan kondisi nutrisi
masyarakat global pada tahun 2030.
Tujuan ini diturunkan ke dalam
pengentasan malnutrisi dan stunting
pada anak di seluruh dunia. Tujuan ini
juga berkaitan dengan tujuan lainnya
yaitu Zero Hunger dan Responsible
Consumption and Production.

Salah satu faktor yang berpengaruh
terhadap pencapaian tujuan-
tujuan tersebut adalah sistem
pangan. Pangan merupakan
kebutuhan mendasar masyarakat
yang wajib dijamin ketersediaan
dan keamanannya oleh pemerintah.
Sistem pangan merupakan
serangkaian subsistem dan proses
yang saling berkaitan, yang secara
dinamis mempengaruhi nutrisi,
pangan, kesehatan, pembangunan
masyarakat, dan pertanian.

Melihat pada definisi tersebut, maka
secara umum dapat dipahami bahwa
sistem pangan memiliki tingkat
kompleksitas yang tinggi.

Workshop dilaksanakan untuk
mengidentifikasi dan memetakan
masalah serta peran dari institusi

baik pemerintah maupun swadaya
masyarakat, yang memiliki kepedulian
dan kepentingan dalam sistem pangan
Kota Bandung.

Workshop berhasil mengungkap dan
membagikan beberapa informasi
baru mengenai permasalahan pola
konsumsi dan produksi pangan, serta
permasalahan kesehatan. khususnya

stunting di Kota Bandung.

Setiap lembaga yang hadir dalam
workshop tersebut menjelaskan
permasalahan yang menjadi kendala,
gagasan solusi terhadap permasalahan
tersebut, serta posisi dan peran
masing-masing dalam solusi yang
disarankan.

Dari hasil workshop dan studi literatur
didapatkan bahwa kompleksitas sistem
pangan di Kota Bandung setidaknya
dibagi menjadi tiga kategori
permasalahan utama sebagai berikut:
1) Tingginya kompleksitas sistem
pangan perkotaan di Kota Bandung;

2) Sistem informasi dan data masih
belum terintegrasi dan mutakhir; dan
3) Sinergisitas dan integrasi antar
institusi masih belum optimal.

Berdasarkan hasil tersebut, kami
merekomendasikan hal berikut:

1) Pemetaan kompleksitas sistem
pangan di Kota Bandung; 2) Integrasi
dan pemutakhiran database pangan
Kota Bandung; dan 3) Integrasi antar
institusi. Di akhir, kami berkesimpulan
bahwa ketiga rekomendasi tersebut
dapat diwadahi dalam satu dokumen
Rencana Aksi Daerah Pangan dan
Gizi, sehingga rekomendasi utama
kami adalah menyarankan pemerintah
Kota Bandung untuk segera
melakukan penyusunan dokumen
RAD-PG Kota Bandung.
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KEY FINDINGS

.
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Analisis yang dilakukan terhadap hasil yang aman untuk dikonsumsi serta

diskusi dalam Workshop mengarah
pada beberapa isu yang dapat
dikategorikan ke dalam key findings
(temuan utama) berikut:

Sistem pangan merupakan
serangkaian subsistem dan proses
yang saling berkaitan, yang secara
dinamis mempengaruhi nutrisi,
pangan, kesehatan, pembangunan
masyarakat, dan pertanian. Di
wilayah perkotaan, sistem pangan
lebih berkaitan dengan ketahanan
dan keamanan pangan, yang bertitik
berat pada distribusi sebagai proses
penyediaan pangan.

Ketahanan pangan didefinisikan
sebagai kemampuan untuk mengakses
pangan yang bernutrisi secara
berkelanjutan. Keamanan pangan erat
kaitannya dengan penyediaan pangan
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memiliki nilai nutrisi yang mencukup
kebutuhan minimum.

Melihat pada definisi tersebut,
maka secara umum dapat dipahami
bahwa sistem pangan, khususnya di
daerah perkotaan memiliki tingkat
kompleksitas yang tinggi.

Masyarakat miskin adalah kelompok
rentan yang perlu mendapat perhatian
dalam masalah akses terhadap
pangan, laju inflasi bahan pangan

dan makanan yang cukup tinggi
menyulitkan kelompok terbawah
ekonomi tersebut untuk mengakses
dan mengkonsumsi pangan yang
sesuai dengan kebutuhan asupan gizi
minimal.

Infrastruktur informasi data yang
berkaitan dengan pangan dan gizi
yang kurang memadai dari sisi akurasi
dan ketersediaannya menjadikan
proses pengambilan keputusan dalam
pengembangan kebijakan pangan dan
gizi menjadi terhambat. Kebijakan
yang presisi mengenai pangan dan
gizi memerlukan banyak pasokan data
yang akurat, cepat, tersedia dalam
jumlah yang banyak, baik dari sisi
waktu maupun sumbernya.

Inkonsistensi dan tidak tersedianya
beberapa data sebagai bahan dasar
pemetaan dapat mengarah pada
inakurasi dalam proses perencanaan
dan pelaksanaan program dan
kebijakan. Hal ini tentu akan
mempengaruhi efisiensi dan
efektivitas program dan kebijakan
yang diterapkan.

Institusi baik itu pemerintahan
maupun swasta memegang

peranan penting dalam sistem
pangan, khususnya jika dikaitkan
dengan penanganan Stunting di
Kota Bandung. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa setiap institusi
tersebut hingga saat ini masih belum

terintegrasi dalam melaksanakan
berbagai upaya untuk mengatasi
permasalahan yang ada. Di satu sisi,
masing-masing institusi memiliki
kapasitas dan kewenangan yang
terbatas; di sisi lain, jika dilaksanakan
secara terintegrasi, ini menunjukkan
potensi untuk meningkatkan kapasitas
keseluruhan Kota Bandung untuk
memperkuat sistem pangan dan
mengatasi permasalahan stunting.

Tata kelola kebijakan sistem pangan
perkotaan masih bersifat parsial

atau belum bersifat holistik dan
komprehensif, hal ini disebabkan

oleh karena ekosistem yang belum
mendukung di lingkungan Pemkot
Bandung. Beberapa faktor seperti
regulasi, SDM, kelembagaan, dan
pelibatan berbagai pihak pemangku
kepentingan (pemerintah, masyarakat/
komunitas, dan swasta/pengusaha)
masih belum cukup kondusif untuk
mengangkat isu pangan dan gizi
sebagai salah satu fokus utama agenda
pembangunan di Kota Bandung.
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Rekomendasi 1:

Urgensi Pemetaan
Kompleksitas Sistem Pangan
Kota Bandung

Kompleksitas yang ada pada sistem
pangan di Kota Bandung harus
dipetakan secara komprehensif.

Hal ini penting dalam menentukan
langkah yang akan diambil oleh
pemerintah dalam upaya pemecahan
berbagai masalah yang terdapat
dalam sistem pangan perkotaan Kota
Bandung.

Rekomendasi 2:
Urgensi Pemutakhiran Data
dan Sistem Informasi

Data merupakan bahan dasar

yang digunakan dalam beberapa
kegiatan yang meliputi perencanaan,
pelaksanaan, monitoring dan evaluasi
untuk memastikan keberhasilan
suatu program. Oleh karena itu,
kami merekomendasikan setiap
OPD di Kota Bandung agar
bersinergi dan berintegrasi dalam
upaya pemutakhiran data dan
sistem informasi secara real-time,
melalui pembangunan platform
data terintegrasi yang dapat diakses
oleh berbagai pihak. Dengan adanya
sistem informasi terstruktur yang
didukung oleh data yang mutakhir,
maka pelaksanaan dan pemantauan
program-program pangan di Kota
Bandung akan lebih terarah dan
efisien.

Rekomendasi 3:

Urgensi Peningkatan
Sinergisitas dan Integrasi
Antar Lembaga di Kota
Bandung

Saat ini Kota Bandung belum memiliki
dokumen RAD-PG yang seharusnya
dimiliki oleh setiap kota di Indonesia.
Keberadaan dokumen tersebut sangat
penting sebagai peta jalan yang dapat
mengarahkan program-program yang
berada di setiap OPD untuk bersinergi
menuju satu tujuan bersama.

Rekomendasi Utama:

Urgensi Penyusunan Dokumen
RADPG Kota Bandung

Ketiga rekomendasi tersebut dapat
diwadahi dalam satu dokumen
perencanaan yang komprehensif dan
terstruktur. Saat ini Kota Bandung
belum memiliki dokumen RAD-

PG yang seharusnya dimiliki oleh
setiap kota di Indonesia. Keberadaan
dokumen tersebut sangat penting
sebagai peta jalan yang dapat
mengarahkan program-program yang
berada di setiap OPD untuk bersinergi
menuju satu tujuan bersama.
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LATAR BELAKANG

Masalah pangan merupakan hal
yang kompleks karena tidak

hanya menyangkut bagaimana pangan
diproduksi, namun juga mencakup
berbagai aspek lainnya mulai dari
plasma nutfah sumber pangan, lahan
untuk produksi pangan, pengolahan,
logistik dan distribusi, konsumsi,
hingga paska konsumsi (sampah
makanan) yang melibatkan berbagai
pelaku dan pemangku kepentingan

Untuk mencapai kondisi yang
diharapkan, perlu ditetapkan sebuah
visi yang dibangun dan disepakati oleh
pelaku dan pemangku kepentingan
yang terlibat dalam sebuah sistem
pangan. Pendekatan sistem digunakan
untuk melihat keterkaitan antara

satu aspek dengan aspek lain serta
memastikan bahwa seluruh komponen
saling berinteraksi secara positif
untuk mencapai tujuan pembangunan
pangan. Melalui pendekatan sistem
pangan diharapkan dapat dibangun
sebuah perencanaan pangan
berkelanjutan yang melingkupi
seluruh aspek pangan, yang disepakati
dan dijalankan secara bersama oleh
pelaku dan pemangku kepentingan
terkait, saling berkoordinasi dan
bersinergi untuk mencapai tujuan dan
visi bersama.

Stunting merupakan permasalahan
pangan yang sekarang menjadi
perhatian pemerintah. Pemerintah,
baik pusat maupun daerah, termasuk
Kota Bandung terus berupaya

dalam pengentasan kasus stunting
sesuai dengan Peraturan Presiden
No. 72 tahun 2021. Manifestasi

dari upaya tersebut terdapat dalam

5 Pilar pencegahan stunting yang
berisi: 1) Komitmen dan visi
kepemimpinan tertinggi negara; 2)
Kampanye nasional dan komunikasi
perubahan perilaku; 3) Konvergensi,
koordinasi, dan konsolidasi program
pusat, daerah, dan desa; 4) Gizi

dan ketahanan pangan; serta 5)
Pemantauan dan evaluasi. Kelima
pilar tersebut merupakan kerangka
yang disusun oleh pemerintah pusat
sebagai acuan bagi upaya pengentasan
stunting di Indonesia.

Salah satu output dari pilar ke-tiga
adalah integrasi program dan kegiatan
percepatan penurunan stunting
dalam dokumen perencanaan yang
salah satunya adalah Rencana Aksi
Daerah Pangan dan Gizi (RADPG).
Namun, saat ini Kota Bandung belum
memiliki dokumen RADPG. Di satu
sisi, ini merupakan kekurangan dalam
perencanaan penurunan stunting.
Akan tetapi, di sisi lain ini merupakan
kesempatan yang baik bagi Kota
Bandung untuk menyusun RADPG
untuk mengakselerasi program
percepatan penurunan stunting.

Oleh karena itu, Bappelitbang
sebagai leading sector dalam
integrasi perencanaan berkolaborasi
dengan Dinas Ketahanan Pangan
dan Pertanian Kota Bandung serta
difasilitasi oleh Uni Eropa melalui
program SWITCH Asia Local Harvest
yand diimplementasikan oleh Hivos,
berencana untuk berkontribusi
terhadap penyusunan RADPG Kota
Bandung. Kegiatan ini merupakan

titik awal bagi penyusunan RADPG

Kota Bandung, dan akan lebih
dititikberatkan pada konsumsi dan
pemanfaatan pangan, sesuai dengan
karakteristik Kota Bandung sebagai
kota jasa yang bersifat konsumtif-
distributif.

Sejak tahun 2020, Hivos, melalui
project Switch Asia Local Harvest
yang didukung oleh Uni Eropa telah
bekerjasama dengan Dinas Ketahanan
Pangan dan Pertanian Kota Bandung
untuk menginisiasi dan memperkuat
platform pemangku kepentingan
multi pihak untuk dapat memberikan
masukan dan berkontribusi dalam
penyusunan kebijakan dan program
terkait sistem pangan Kota Bandung.

Buku ini merupakan simpulan dari
kegiatan workshop dan analisis sistem
pangan Kota Bandung, yang dapat
dijadikan rujukan dalam penyusunan
RADPG Kota Bandung.
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SYSTEM THINKING

Kajian ini menggunakan
pendekatan kualitatif dengan
tujuan mendapatkan pandangan
secara mendalam dari para aktor
kunci yang memegang peranan
penting dalam sistem pangan di Kota
Bandung. Metode yang digunakan
dalam studi ini adalah metode
berpikir sistem.

Dalam konsep berpikir sistem,
perilaku suatu fenomena dimunculkan
oleh strukturnya, struktur tersebut
kemudian membentuk perilaku
terhadap waktu (Sterman, 2000;
Heryanto dan Nugraha, 2018).
Tahapan dalam berpikir sistem dapat
dilihat dari beberapa bagian, yaitu
event (kejadian/peristiwa), pattern
and trend (pola perilaku), system
structure (struktur sistem) dan model
mental. Peristiwa merupakan kejadian
yang dapat dilihat dan dirasakan.

Pola perilaku merupakan rangkaian
perubahan dari peristiwa yang terjadi
dalam suatu rentang waktu tertentu,
baik kuantitatif maupun kualitatif.
Sedangkan struktur sistem (hal yang
menyebabkan munculnya suatu
perilaku) mampu melihat secara
keseluruhan dan mendalam, yakni hal
yang menyebabkan terjadinya suatu
peristiwa (Morrison, 2001; Avianto,
Putro and Hermawan, 2016).

Pendekatan berpikir sistem
memberikan pemahaman dan
kesimpulan yang lebih baik, hal
tersebut disebabkan oleh pemahaman

e Tata Kelola Sistem Pangan dan Gizi Perkotaan

yang mendasari suatu sistem. Pada
setiap tahapan yang terjadi dalam
berpikir sistem (Gambar 1), bahwa
semakin memahami struktur sistem
(ke bawah), akan memiliki daya
ungkit yang semakin tinggi. Hal
tersebut menunjukan semakin besar
kemampuan untuk melakukan
perubahan jangka panjang pada
pola perilaku dan peristiwa. Struktur
kesisteman dalam metode berpikir
sistem merupakan rangkaian
hubungan sebab akibat (cause and
effect) yang memunculkan pola
perilaku dari suatu fenomena atau
peristiwa (events) (Kirkwood, 2013;
Bassi et al., 2021).

Sistematika penulisan hasil pada
kajian ini mengikuti kaidah berpikir
sistem. Hal ini dilakukan untuk
mendudukan informasi yang didapat
dari data primer (wawancara dan FGD
dengan informan kunci) maupun data
sekunder (data statistik dan literatur
lain) kedalam suatu kesatuan sistem.
Hal ini memungkinkan peneliti untuk
melakukan analisis keterkaitan/
hubungan antar unsur yang terdapat
dalam sistem tersebut, sehingga

hasil dari analisis tersebut dapat
memberikan gambaran mengenai
sistem secara holistik.

Pembahasan dalam kajian ini
dianalisis dengan tahapan sebagai
berikut (Morrison, 2001):

. Mengidentifikasi isu;

. Mengenali pola dan
mengklasifikasikan;

TWhat just heppenad?

Mengidentifikasi asumsi, ide
utama dan urutan;

Patterns and Trends
WWhat has besn happening Has it occumed
before?

Systemic Structures
What forces prodoce these patternsT
Mental Models
What in our thinking allows this simation to persis?

Gambar 1. Tahapan dalam System Thinking
(Morrison, 2001)

. Membandingkan dan
mempertentangkan hubungan;

Berpikir logis dan menarik
kesimpulan secara induktif;

Hubungan sebab-akibat
(kausalitas);

. Menghasilkan berbagai alternatif/
opsi kebijakan.

xanﬁ lebih baik akan suatu struktur
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KOMPLEKSITAS SISTEM PANGAN
KOTA BANDUNG

elama ini pangan lebih identik

dengan wilayah pedesaan
dibandingkan dengan perkotaan
yang lebih mengarah kepada industri,
perdagangan. Wilayah pedesaan
dikenal sebagai sentra produksi
pangan (bahan baku dan produk
segar) yang bergantung kepada lahan
pertanian, sementara perkotaan
dikenal sebagai wilayah industri yang
sektor ekonominya tidak lagi berasis
lahan. Formula integrasi antara
pangan dan perkotaan berkembang
menjadi isu besar secara global
mulai pada tahun 2015, dimana
sebuah kota harus meningkatkan
ketahanan pangan penduduknya dan
diintegrasikan ke dalam perencanaan
dan kebijakan seperti kemiskinan
dan kesehatan secara interdisiplin,
komprehensif dan antar-kelembagaan
(Cabannes and Marocchino, 2018).

Ketahanan pangan dan gizi ditinjau
dari sudut pandang sistem secara
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komprehensif di dalamnya terdiri atas
struktur yang berbagai komponennya
saling terkait, bersifat interdisiplin
dan lintas lembaga pembangunan.
Akses atau keterjangkauan terhadap
bahan pangan sangat ditentukan oleh
pendapatan atau upah yang diterima
oleh setiap rumah tangga, begitu pula
ketersediaan pangan bisa terbentuk
apabila roda produksi di sektor
pertanian dan rantai pasokannya
berjalan dengan baik.

Begitu pula dengan sistem ekonomi
makro, tenaga kerja sebagai modal
utama perekonomian selain teknologi,
hanya akan dapat tersedia jika SDM
(sumber daya manusia) dibangun

oleh pemenuhan nutrisi yang baik.
Tanpa asupan pangan yang baik, tidak
mungkin akan terbentuk SDM yang
berkualitas.

Sistem pangan jauh lebih kompleks
jika didudukan di wilayah perkotaan,
di mana titik produksi pangan hampir
dapat dikatakan tidak tersedia.
Penyediaan pangan perkotaan sangat
bergantung pada mobilitas pangan
yang bersumber dari berbagai lokasi
produksi pangan yang sebagian
besar berada di luar wilayah kota itu
sendiri. Dengan kata lain, ketahanan
pangan di wilayah perkotaan

sangat bergantung kepada tingkat
aksesibilitas masyarakat terhadap
pangan.

Aksesibilitas pangan tentu memiliki
kompleksitas tersendiri. Hal ini
setidaknya berkaitan dengan kondisi
ekonomi masyarakat, yang salah
satunya dipengaruhi oleh situasi
ekonomi di tingkat makro. PDRB,
tingkat pengangguran, pendapatan,
kemiskinan, dan faktor makro
lainnya akan berpengaruh terhadap
ketersediaan, akses pangan, dan faktor
lain dalam ketahanan pangan.

Hal ini kemudian berpengaruh
terhadap beberapa indikator nutrisi
dari mulai kecukupan gizi, kesehatan,
hingga ke kualitas SDM.

Pendekatan kesejahteraan untuk
ketahanan pangan tidak dapat
dipisahkan dari analisis ekonomi
makro dan kebijakan. Kemiskinan
yang terjadi akibat dari ekses
struktur ekonomi memerlukan
intervensi negara dalam kebijakan
ekonomi makro. Ketimpangan yang
muncul merupakan efek samping
dari ketidaksempurnaan sistem
pembangunan ekonomi makro suatu

negara (Power, 1999). Pada konteks
perkotaan, inflasi dan dpresiasi nilai
tukar pengurangan subsidi pertanian
dapat mendorong kenaikan harga.
Diperlukan kebijakan ekonomi makro
untuk meningkatkan ketahanan
pangan perkotaan agar harga pangan
menjadi stabil dan pasar yang efisien
memberikan harga terbaiknya bagi
para konsumen (Garret, 2000).
Sebagai wilayah yang defisit produksi
pangan, ketergantungan terhadap
daerah pedesaan menjadi sangat
penting, sehingga rantai pasokan dan
rantai nilai pangan memiliki peranan
besar yang tidak dapat diabaikan
oleh pengambil kebijakan dan pelaku
ekonomi. Hal ini yang menyebabkan
mengapa politik dan ekonomi

makro memiliki pengaruh yang
besar terhadap kondisi kesejahteraan
penduduk perkotaan, terutama dalam
hal pemenuhan pangan dan nutrisi
(Stephens, 2000).
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Gambar 2. Keterkaitan Sistem Ekonomi Makro, Ketahanan Pangan dan Nutrisi

Beberapa fenomena yang mengemuka
dalam Workshop, yang dapat
dikategorikan ke dalam kelompok
sistem ketahanan pangan diantaranya:

1) Pasokan pangan sebagian besar
(97%) didatangkan dari luar Kota
Bandung, ketergantungan besar
terhadap daerah lain. Kota Bandung
dengan posisi yang strategis
merupakan pusat konsumen dari
daerah lain yang memproduksi bahan
pangan;

2) Arus keluar dan masuk produk
pangan begitu mudah di Kota
Bandung. Ini menunjukkan bahwa
keamanan dan diversifikasi pangan
belum mendapat perhatian

3) Produksi pangan Buruan Sae
untuk memenuhi pangan dibangun
dari komunitas yang bertani di
pekarangan, namun belum mampu

e Tata Kelola Sistem Pangan dan Gizi Perkotaan

untuk mempengaruhi ketersediaan
pangan secara signifikan. Hal ini
dikarenakan oleh sifat program yang
masih berbasis komunitas dan belum
memenubhi skala ekonomi untuk
dilaksanakan secara komersial dan
massif.

Ketahanan pangan wilayah perkotaan
secara umum bergantung pada
mobilitas pangan yang bersumber
dari wilayah lain. Dengan demikian,
keberadaan pasar memiliki peran
yang sanga vital untuk menjaga
ketahanan pangan di wilayah
perkotaan. Pasar dapat menjadi
barometer ketersediaan pangan yang
dapat diakes oleh masyarakat.
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Gambar 3. Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan di Kota Bandung
(2014 - 2020)

Sumber: diolah dari Kota Bandung Dalam Angka 2021

Aspek ekonomi makro tidak dapat
dipisahkan dari sistem pangan
perkotaan, khususnya terkait dengan
isu kemiskinan dan kebijakan yang
menentukan aksesibilitas masyarakat
terhadap pangan. Beberapa fenomena
terkait dengan aspek ekonomi makro
yang mengemuka dalam diskusi pada
Workshop Pangan dan Gizi Kota
Bandung adalah sebagai berikut:

a) Masyarakat miskin kesulitan dalam
pemenuhan kebutuhan dasar sehingga
mengalami kekurangan gizi;

b) Inflasi harga pangan memberatkan
masyarakat dalam membeli pangan;

c) Persoalan pangan dan gizi kurang
mendapat perhatian karena gejala
persoalan pangan di masyarakat
cenderung sulit untuk dideteksi;

d) Informasi terkait pangan

masih terbatas pada harga pangan
kebutuhan pokok, belum masuk pada
ketersediaan pangan dan gizi/nutrisi.

Hal ini diperparah oleh kondisi

pandemi mengarah pada berbagai
bentuk pembatasan sosial,

yang mempengaruhi aktivitas
perekonomian masyarakat. Kondisi
tersebut telah berkontribusi terhadap
peningkatan jumlah penduduk miskin
dan tingkat kemiskinan di Kota
bandung pada tahun 2020 (Gambar
3).
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Ketahanan paan wilayah perkotaan

secara umum bergantung pada
mobilitas pangan yang bersumber
dari wilayah lain. Dengan demikian,
keberadaan pasar memiliki peran
yang sanga vital untuk menjaga
ketahanan pangan di wilayah
perkotaan. Pasar dapat menjadi
barometer ketersediaan pangan yang
dapat diakes oleh masyarakat.

Kementerian Pekerjaan Umum
melalui regulasi Keputusan Menteri
Permukiman dan Prasarana Wilayah
No.534/KPTS/M/2001 mengatur
standar pelayanan minimal

untuk sarana dan prasarana dasar
perkotaan, salah satunya adalah
pasar yang termasuk ke dalam
sarana lingkungan. Pemerintah
mengatur bahwa setidaknya dalam
20.000 penduduk terdapat minimal
satu pasar yang dapat diakses untuk
melayani kebutuhan masyarakat
dalam memenuhi kebutuhan barang
dan jasa.

24 e Tata Kelola Sistem Pangan dan Gizi Perkotaan

Iil-“.j T 4

L

Meski demikian, jumlah pasar
hanya satu dari beberapa faktor
fisik lain yang menentukan
dampak keberadaan pasar terhadap
aksesibilitas masyarakat terhadap
pangan. Selain itu, posisi dan lokasi
pasar merupakan faktor lain dalam
menentukan daya jangkau ke
masyarakat.

Peta lokasi pasar tidak hanya penting
dalam menggambarkan jangkauan
pasar terhadap masyarakat, tetapi
juga dalam perencanaan logistik
untuk menjamin aliran barang yang
lebih efisien. Efisiensi aliran barang
tidak hanya akan meningkatkan
aksesibilitas masyarakat terhadap
pangan, tetapi juga dapat
berkontribusi pada peningkatan
kualitas barang pangan dan
pengurangan food loss, khususnya
yang disebabkan oleh kerusakan
dalam proses transportasi.
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Gambar 4. Perkembangan Jumlah Pasar dan Rasio Terhadap Jumlah Penduduk Kota Bandung 2016 - 2020

Sumber: diolah dari Kota Bandung Dalam Angka, 2020

Dari grafik di atas (Gambar 4) dapat
dilihat bahwa satu pasar di Kota
Bandung dapat diakses oleh sekitar
3.600 - 5.000 penduduk. Rasio
tersebut telah memenuhi standar
pelayanan minimal yang ditentukan
pemerintah. Merujuk pada dasar
tersebut, maka masyarakat Kota
Bandung tidak mengalami kesulitan
untuk mengakses kebutuhan bahan
pangannya.

Aliran produk pangan dari produsen
ke konsumen dan aliran uang dari
konsumen ke produsen adalah

aliran rantai pasok yang melalui
pasar dimana konsumen bertemu
dengan pedagang. Dari kedua fungsi
rantai pasok tersebut terdapat harga,
yang menjadi titik kesepakatan
antara penjual dan konsumen. Jika
ketersediaan produk berada di bawah
permintaan, maka harga akan naik,
begitu pula sebaliknya.

Dengan demikian, harga menjadi
faktor utama lain yang menentukan

aksesibilitas masyarakat terhadap
pangan. Hal ini lah yang menjadi titik
sambung antara sistem ketahanan
pangan dengan sistem ekonomi
makro seperti yang telah dijelaskan
sebelumnya. Fluktuasi harga dapat
berdampak juga pada tingkat inflasi,
yang pada akhirnya berkontribusi
pada kondisi makro ekonomi di suatu
wilayah.
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Keterkaitan Sistem Ekonomi Makro
dengan Sistem Ketahanan Pangan Kota

Bandung

Secara umum, unsur-unsur yang
terdapat dalam sistem ekonomi
makro dan sistem ketahanan pangan
memiliki hubungan yang saling
mempengaruhi satu sama lain. Dalam
konteks ini, setidaknya terdapat
empat aspek utama yang dapat
menjadi unsur pengungkit untuk
memberikan dampak positif terhadap
ketahanan pangan, yaitu: 1) Pasokan
dan ketersediaan pangan, yang dapat
didukung oleh DKPP, Disdagin, serta
Komunitas; 2) Kesehatan dan asupan
gizi yang dapat didukung oleh Dinkes,
DP3A, DPPKB, dan Akademisi;

3) Jaring pengaman sosial yang

dapat didukung oleh Dinsos; dan 4)
Pemberdayaan perempuan yang dapat
didukung oleh DP3A.

Hasil studi dengan menggunakan
pendekatan system thinking
menunjukkan bahwa dalam sistem
ekonomi makro dan ketahanan
pangan, terdapat dua feedback loop
yang bersifat reinforcing (R/positit),
yaitu: R1) pendapatan rumah tangga,
dan R2) industri; dan 3 feedback loop
yang bersifat balancing (B/negatif),
yaitu: B1) harga, B2) impor pangan,
dan B3) kontrak produksi.

Feedback loop positif (R) dapat
dimaknai sebagai serangkaian unsur
yang dapat meningkatkan ketahanan
pangan dan/atau ekonomi makro di
Kota Bandung. Sedangkan feedback
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loop negatif (B) dapat diartikan
sebagai serangkaian unsur yang dapat
menurunkan ketahanan pangan dan/

atau ekonomi makro di Kota Bandung.

Gambar 7 menunjukkan bahwa
kolaborasi antara DKPP, Disdagin
dan komunitas (aspek 1) dapat
memberikan berbagai alternatif solusi
yang dapat meningkatkan kinerja dari
kedua sistem tersebut. Penambahan
stok pangan, operasi pasar dan

urban farming dapat menambah
ketersediaan produk pangan, yang
pada akhirnya akan berpengaruh
positif terhadap kecukupan produk
pangan (NBM).

Sedangkan untuk aspek 2, 3, dan 4
lebih bersifat sebagai pendukung
yang dapat mengakselerasi progress
pembangunan ketahanan pangan,
serta meminimalisir resiko yang ada.
Sebagai contoh, penyediaan bantuan
non tunai yang dapat dimotori oleh
Dinsos akan meningkatkan konsumsi
pangan masyarakat miskin, atau
kegiatan pemberdayaan perempuan
yang berada di ranah DP3A yang akan
meningkatkan penyerapan tenaga
kerja sehingga berpengaruh positif
pada PDRB Kota Bandung, dan pada
akhirnya meningkatkan kondisi
ekonomi makro.

Hijau : pasokan dan ketersediaan pangan (DKPP, Disdagin, Komunitas)
Merah Muda : kesehatan dan asupan gizi (Dinkes, DP3A, DPPKB, Akad emisi)

Merah : jaring pengaman sosial (Dinsos)

Coklat : pemberdayaan perempuan (DP3A)
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ermasalahan kesehatan yang

berhubungan dengan pola
konsusmsi pangan dan gizi setidaknya
meliputi kelebihan dan kekurangan
gizi. Kelebihan gizi mengarah
pada kondisi obesitas, sedangkan
kekurangan gizi mengarah pada
kondisi stunting pada anak.

Stunting didefinisikan sebagai
kurangnya tinggi badan dibandingkan
dengan skor z umur (HAZ), yang
dimulai sejak periode pre-natal,

dan mengarah pada rendahnya

berat badan pada saat kelahiran

serta diikuti oleh lambatnya tingkat
perkembangan pada 2 tahun awal
kehidupan (Roediger et al., 2020).
Walaupun prevalansinya secara global
mengalami penurunan dalam periode
1990 - 2018, stunting masih diderita
oleh 21,3% anak-anak di bawah umur
5 tahun di seluruh dunia (WHO,
2019).
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Hasil dari 89 penelitian stunting

di dunia (Vaivada et al., 2020)
menunjukkan bahwa faktor yang
berpengaruh secara tidak langsung
pada stunting adalah sebagai berikut:
1) tingkat pendapatan keluarga; 2)
tingkat Pendidikan dan kesiapan
berumah tangga dari orang tua.
Sementara faktor yang berpengaruh
secara langsung adalah: 1) tingkat
sanitary; 2) ketersediaan air bersih;
3) ketersediaan tempat tidur; 4)
vaksinasi; 5) ketersediaan fasilitas
persalinan; 6) ASI eksklusif; dan 7)
ketahanan pangan keluarga.

Dari hasil penelitian tersebut dapat
dilihat bahwa stunting merupakan
permasalahan yang kompleks,

yang salah satunya secara langsung
dipengaruhi oleh ketahanan pangan.
Namun, seperti yang diketahui,
permasalahan ketahanan pangan pun
bukanlah hal yang sederhana.
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Gambar 8. Perkembangan Prevalensi Balita Stunting dan Gizi Lebih di Kota Bandung (2014 - 2020)
sumber: diolah dari Laporan Dinas Kesehatan Kota Bandung, 2020

Dengan kata lain, penanganan
stunting dengan menggunakan
perspektif ketahanan pangan
memerlukan sinergisitas antara dua

sistem yang memiliki kompleksitas
berbeda.

Grafik di atas (Gambar 8)
menunjukkan bahwa dalam kurun
waktu 6 tahun terakhir, prevalensi
balita stunting mengalami fluktuasi
dengan tren yang meningkat.
Sementara untuk balita dengan gizi

lebih terus mengalami peningkatan
dalam periode waktu 3 tahun terakhir.

Secara umum, salah satu indikator
penentu stunting adalah kurangnya
gizi yang diterima oleh balita pada
masa pertumbuhan, sedangkan
obesitas menunjukkan kelebihan
gizi yang dikonsumsi oleh balita. Hal

ini mencerminkan disparitas akses
masyarakat terhadap pangan dan pola
hidup yang sehat di Kota Bandung.

Permasalahan tersebut tidak hanya
berada dalam lingkup tanggungjawab
pemerintah, tetapi juga berbagai
kalangan masyarakat, khususnya
mereka yang memiliki kekuatan untuk
mempengaruhi masyarakat secara
langsung maupun tidak langsung
(tenaga kesehatan, komunitas,
akademisi, perusahaan, dll). Walaupun
demikian, pemerintah memiliki peran
utama sebagai penentu kebijakan yang
dapat menciptakan wadah bagi para
aktor lain untuk bersinergi dalam
mengatasi permasalahan kesehatan di
Kota Bandung.
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sumber: diolah dari Laporan Dinas Kesehatan, 2020
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Penanganan permasalahan kesehatan
masyarakat erat kaitannya dengan
ketersediaan dan keterjangkauan
fasilitas kesehatan di tengah
masyarakat. Selain menjadi pusat
kesehatan, fasilitas tersebut juga dapat
berfungsi sebagai pusat edukasi dan
penyedia informasi mengenai isu-

isu kesehatan mendasar yang sudah
seharusnya diketahui oleh masyarakat
secara umum. Oleh karena itu,
keberadaan dan keaktifan pusat
kesehatan masyarakat (Puskesmas)
sangatlah penting.

Puskesmas merupakan salah

satu pelayanan kesehatan tingkat
pertama (Primary Health Care), yang
diperlukan oleh masyarakat yang
mengalami sakit ringan. Bentuk
pelayanan dasar yang disediakan
Puskesmas meliputi pelayanan dasar
(Basic Health Services).

Grafik di atas (Gambar 9)
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menunjukkan bahwa perkembangan
rasio jumlah penduduk terhadap
jumlah Puskesmas di Kota Bandung
mengalami penurunan seiring dengan
peningkatan jumlah Puskesmas dalam
5 tahun terakhir.

Hal ini berarti bahwa ketersediaan
Puskesmas di Kota Bandung terus
mengalami peningkatan. Namun
demikian, jika melihat angkanya,
maka kondisi ini masih belum
optimal. Saat ini rasio jumlah
Puskesmas dengan jumlah penduduk
masih berada di atas 1:30.000.
Dengan kata lain, setiap Puskesmas
harus melayani setidaknya 30 ribu
penduduk. Kondisi ini tentunya
masih jauh dari yang diharapkan,
dan akan mengarah pada berbagai
permasalahan kesehatan yang hadir di
tengah masyarakat Kota Bandung.

Kondisi yang berbeda terjadi pada
masyarakat dari kalangan usia

sangat muda (balita), di mana pusat
pelayanan kesehatan primernya tidak
hanya mengandalkan Puskesmas,
namun lebih bertumpu pada Pos
Pelayanan Terpadu (Posyandu).
Berdasarkan definisi yang dikeluarkan
oleh Departemen Kesehatan Republik
Indonesia (2006), Posyandu adalah
wadah pemeliharaan kesehatan

yang dilakukan dari, oleh dan untuk
masyarakat yang dibimbing petugas
kesehatan. Posyandu merupakan
sarana kesehatan yang disediakan
oleh pemerintah untuk memudahkan
masyarakat dalam memperoleh
pelayanan kesehatan, khususnya bagi
ibu dan anak.

Spesifikasi target masyarakat yang
dilayani oleh Posyandu menjadikan
fasilitas ini secara relatif lebih mudah
untuk diakses masyarakat jika

dibandingkan dengan pusat kesehatan
lain yang lebih umum.

Kota Bandung memiliki rasio jumlah
balita terhadap jumlah posyandu yang
sesuai dengan standar ideal, yaitu di
bawah 1:100. Peningkatan jumlah
posyandu dalam kurun waktu 7 tahun
terakhir berdampak pada peningkatan
daya tampung, yang berkontribusi
pada penurunan rasio tersebut
(Gambar 10).
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l ( eterkaitan sistem pangan,

sistem ekonomi makro
tentunya memberikan pengaruh
terhadap sistem nutrisi/gizi dan
kesehatan. Salah satu faktor penentu
permasalahan kesehatan yang saat ini
menarik perhatian para pengampu
kebijakan di Kota Bandung bertumpu
pada pola konsumsi pangan dan gizi.
Pola konsumsi pangan dan gizi juga
dipengaruhi oleh aksesibilitas dan
tingkat edukasi masyarakat terhadap
pangan sehat. Lalu, aksesibilitas
masyarakat terhadap pangan sehat
ditentukan salah satunya oleh tingkat
pengeluaran yang juga ditentukan
oleh tingkat pendapatan masyarakat.

Seperti yang dapat dilihat pada
data (Gambar 11), 40% penduduk
yang berada di tingkat pengeluaran
terendah memiliki angka konsumsi
kalori di bawah kebutuhan kalori
minimal, yaitu sebesar 1800 Kkal
per tahun. Sementara mereka yang

termasuk pada golongan menengah
(40%) mengonsumsi sedikit di

atas kebutuhan kalori minimal,
yaitu sebesar 2260 KKal; golongan
pengeluaran tinggi (20%) memiliki
tingkat konsumsi di atas kebutuhan
minimal, yaitu sebesar 2450 KKal.
Hal ini menunjukkan bahwa jumlah
konsumsi kalori berbanding lurus
dengan tingkat pengeluaran, yang
tentu saja ditentukan oleh tingkat
pendapatan.

Hal yang menarik adalah, karbohidrat
dan makanan/minuman jadi lainnya
mendominasi jumlah total kalori yang
dikonsumsi oleh masyarakat di semua
kalangan. Sementara nutrisi penting
untuk kesehatan seperti protein,
vitamin dan serat (sayur dan buah)
memiliki proporsi yang kecil.

Hal tersebut mencerminkan kurang
beragamnya nutrisi yang dikonsumsi
masyarakat yang masih terkonsentrasi
pada karbohidrat dengan proporsi
lemak yang tinggi serta serat dan
vitamin yang rendah. Kondisi lebih
mengkhawatirkan terlihat pada

data masyarakat yang berada di
golongan pengeluaran rendah, dimana
konsumsi protein mereka juga berada
di bawah batas kebutuhan protein
harian (200-300 KKal).

Selain asupan nutrisi, perilaku hidup
bersih juga berpengaruh terhadap
tingkat kesehatan masyarakat. Untuk
meningkatkan kesadaran masyarakat
akan pentingnya hal tersebut,
pemerintah telah mencanangkan
program gerakan PHBS (Perilaku
Hidup Bersih dan Sehat), yang
melibatkan beberapa elemen sebagai
sarana sosialisasinya seperti sekolah,
Posyandu, dan fasilitas umum lainnya.

Kota Bandung belum menunjukkan
peningkatan yang signifikan, hanya
mengalami peningkatan sebesar

2% dalam kurun waktu 7 tahun
terakhir (Gambar 12). Hal ini dapat
disebabkan oleh berbagai faktor,
termasuk aksesibilitas masyarakat
terhadap fasilitas pendukung, serta
tingkat kesadaran masyarakat itu
sendiri.

Meski demikian, prevalensi PHBS di ' .
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Keterkaitan Sistem Gizi/Nutrisi dengan
Sistem Ketahanan Pangan Kota Bandung

Sistem gizi memiliki unsur-unsur
yang terkait secara langsung
maupun tidak langsung dengan unsur-
unsur yang terdapat pada sistem
ketahanan pangan. Hasil studi dengan
menggunakan pendekatan system
thinking menunjukkan bahwa dalam
sistem gizi dan ketahanan pangan,
terdapat tiga feedback loop yang
bersifat reinforcing (R/positif), yaitu:
R3) daya beli, R4) kesehatan; dan R5)
pendidikan. Namun, CLD ini tidak
memiliki feedback loop yang bersifat
balancing (B/negatif).

Feedback loop positif (R) dapat
dimaknai sebagai serangkaian unsur
yang dapat meningkatkan kinerja
sistem ketahanan pangan dan/

atau sistem gizi di Kota Bandung.
Sedangkan feedback loop negatif (B)
dapat diartikan sebagai serangkaian
unsur yang dapat menurunkan kinerja
sistem ketahanan pangan dan/atau
sistem gizi di Kota Bandung.

Struktur diagram umpan balik sebab
akibat ini didominasi oleh aspek ke-2
(kesehatan dan asupan gizi - merah
muda) yang berada di ranah Dinkes,
DP3A, DPPKB, dan Akademisi.
Tingkat kesadaran masyarakat dapat
ditingkatkan melalui kegiatan edukasi
secara kontinyu pada tingkat keluarga
oleh instansi pendidikan maupun
fasilitas kesehatan di tingkat desa
(Posyandu). Selain itu, peningkatan
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akses maysarakat terhadap fasilitas
kesehatan (Puskesmas, apotek, RS,
klinik, dll) dapat meningkatkan
kinerja sistem kesehatan.

Peran instansi pemerintahan lainnya
dapat berkontribusi secara tidak
langsung melalui berbagai program
di masing-masing bidangnya.

Sebagai contoh, program bantuan
sosial langsung tunai bagi keluarga
miskin akan meningkatkan daya beli,
sehingga akan berkontribusi terhadap
peningkatan angka kecukupan gizi.
Peran instansi pendukung lainnya
adalah DP3A yang dapat memberikan
layanan edukasi dan pemberdayaan
perempuan untuk meningkatkan
angkatan kerja berkualitas, yang pada
akhirnya juga berkontribusi terhadap
daya beli dan konsumsi masyarakat.

Dalam struktur diagram sistem nutrisi
dapat dilihat keterlibatan instansi yang
pada struktur diagram sistem ekonomi
makro tidak terlalu dominan. Artinya,
dibutuhkan sinergi dari peran dan
fungsi setiap OPD untuk mencapai
tujuan peningkatan kinerja sistem
pangan perkotaan Kota Bandung.

Hijan : pasokan dan ketersediaan pangan (DKPP, Disdagin, Komunitas)
Merah Muda : kesehatan dan asupan gizi (Dinkes, DP3A, DPPKB, Akademisi)
Merah : jaring pengaman sosial (Dinsos)
Coklat ; pemberdavaan perempnan (DP3A)
Posyandu
< Tumlah Bansos Tunai ¥
Penduduk=> i Fenyuluhan Tanggap
Penduduk Keluarga Miskin Eelnarga / Stunting
*_ *+ | N
LTI]::ah 1::1' '—F Daya Beli + o Indeks
e Pendidikan $=  Pembangunan
+ + 4 / B + Manusia (IPM)
f ANV I
Pengetahuan Anak —-'-Kesehatan

PDRB Kota
Bandung

+

Harga —I" Konsumsi

. ‘%

Keluarga Stunting +  Pertumbuha

- " Alami
Penduduk

Ketersediaan
Fasilitas

/ kesehatan
Angka Kecukupan \

Edukasi Gizi Gizi
Seimbang

Kecub.up an Gizi
¥

Puskesmas, RS, Jumlah
I\I.i.l.lik, Apotek Penduduk

Bansos Non

Tunai Keluarga
Miskin

ATM Beras

+ -

Angkatan Kerja

Penyerapan -

Tenaga Kerja + Berkualitas
. Protokol +
+T ,.h;-tﬂ::{luan Kesehatan benduuk +*
asilitas [5\1) endudul Pelatihan
]\Molmmn T k -
Pemberdavaan ervaksinasi Kerja
Perempuan Perempuan
- Pend.uduk
s — Ty
+  Covid-19 -~

Gambar 13. Struktur Diagram Umpan Balik Sebab-Akibat (Causal Loop Diagram/CLD) Sistem Gizi/
Nutrisi dan Sistem Ketahanan Pangan
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bersama antara DKPP, Disdagin
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SINERGISITAS DAN INTEGRASI

INSTITUSI

Selain persoalan kemiskinan, tata
kelola dalam sistem ketahanan pangan
mejadi isu mencuat dalam diskusi
Workshop Penyusunan RAD Pangan
dan Gizi Kota Bandung. Tata kelola
kebijakan sistem pangan di Kota
Bandung masih bersifat parsial atau
dapat dikatakan masih belum holistik
dan komprehensif. Untuk mendalami
hal tersebut tersaji pada tabel berikut
mengenai tugas dan fungsi dari

setiap lembaga pemerintah yang
hadir dalam acara workshop, dimana
lembaga-lembaga tersebut memeiliki
keterkaitan dengan urusan pangan
dan gizi di Kota Bandung.

Berdasarkan uraian tersebut di atas
tampak bahwa hanya dua OPD
(organisasi perangkat daerah) yang
secara eksplisit menyebutkan pangan
atau gizi dalam funsi lembaganya.
Kedua lembaga tersebut DKPP untuk
bidang pangan dan Dinkes untuk
bidang gizi.

Sementara itu, jika dilihat dari

peta aliran rantai pangan dan gizi,
terdapat tiga OPD yang memiliki
keterkaitan erat dengan urusan
pangan dan gizi, tiga lembaga ini
saling berhubungan erat, yaitu DKPP,
Dinkes dan Disdagin. OPD lainnya
dalam bidang pangan dan gizi hanya
bersifat pendukung. Lebih spesifik
lagi, Disdagin bersama dengan
DKPP bertanggung jawab terhadap
ketersediaan dan akses pangan,
sedangkan kemanan dan konsumsi
pangan menjadi tanggung jawab
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dan Dinkes karena terkait dengan
konsumsi, kecukupan gizi dan
pengawasan makanan dan minuman.

Simpul kerjasama dan koordinasi
antara tiga OPD pemangku
kepentingan utama pangan dan

gizi tersebut diperankan oleh
Bapellitbang, dimana keempat OPD
tersebut harus memiliki tata kelola
yang baik. Namun demikian, dari
keempat OPD tersebut, DKPP tampak
memikul tanggung jawab pangan

dan gizi secara keseluruhan. Hal ini
disebabkan oleh karena fungsi DKPP
secara eksplisit disebutkan tertulis
urusan “pangan’. Pada persoalan ini,
perlu dipahami bahwa sebenarnya
pada tataran praktis, aliran pangan
khususnya di perkotaan tidak hanya
menjadi kewenangan DKPP saja. Bagi
daerah yang sebagian besar (96%)
kebutuhan pangannya dipasok dari
luar Kota Bandung, Disdagin sebagai
OPD yang berwenang mengatur aliran
keluar masuk bahan pangan memiliki
otoritas dan kewenangan yang besar
untuk mengelolanya.

Begitu pula untuk urusan gizi,

hal ini memiliki keterkaitan

erat dengan kesehatan keluarga.

Pada kenyataannya, pangan yang
dikonsumsi oleh masyarakat memiliki
tujuan akhir untuk mewujudkan suatu
masyarakat yang sehat. Persoalan
stunting yang belakangan menjadi
sorotan merupakan masalah yang
kompleks lintas bidang saat ini masih
dominan ditangani oleh Dinkes.

Lembaga atau OPD (Organisasi Perangkat
Daerah

Fungsi dalam Kebijakan

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP)

Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis
bidang pertanian dan melaksanakan tugas teknis
operasional bidang pertanian, yang juga meliputi
tanaman pangan, perikanan, dan peternakan

Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan

Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis
bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan
pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan,
pengendalian, data dan evaluasi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak

Merumuskan dan melaksanakan kebijakan lingkup
pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan
pemberdayaan masyarakat

Dinas Kesehatan

Melaksanakan tugas teknis operasional di bidang
kesehatan yang meliputi pengembangan dan
pembinaan pelayanan kesehatan, pencegahan
pemberantasan penyakit menular dan penyehatan
lingkungan, kesehatan  keluarga, pelayanan
kefarmasian dan pengawasan makanan dan
minuman

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan

Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis
bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan
pengembangan

Dinas Komunikasi dan Informasi

Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis
di bidang komunikasi, informatika, dan hubungan
masyarakat, meliputi pos dan telekomunikasi, sarana
komunikasi, diseminasi informasi dan teknologi
informasi serta hubungan masyarakat

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana

Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis
bidang pengendalian penduduk dan keluarga
berencana

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Merumuskan dan melaksanakan kebijakan bidang
lingkungan hidup dan kebersihan sub urusan
sampah

Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Merumuskan dan melaksanakan kebijakan bidang
perdagangan dan perindustrian
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Kota Bandung merupakan salah

satu kota besar di Indonesia
dengan tingkat laju pertumbuhan
penduduk yang tinggi. Seperti halnya
dengan wilayah urban lainnya, Kota
Bandung pun tidak terlepas dari
persoalan khas perkotaan, khususnya
berkaitan dengan ketahanan pangan
dan kesehatan masyarakat.

Kompleksitas yang tercipta dari
interaksi dan interelasi antar sistem
yang mendasari kehidupan masyarakat
di perkotaan sarat dengan berbagai
macam permasalahan, yang tentunya,
tidak dapat diselesaikan secara parsial
dan hanya mengandalkan salah satu
pihak. Upaya tersebut membutuhkan
suatu visi bersama dari berbagai pihak

Inisiasi yang dilakukan oleh

DKPP, Bappelitbang, dan Hivos
merupakan langkah awal dalam upaya
peningkatan stabilitas sistem pangan
dan kesehatan di Kota Bandung.
Berbagai permasalahan, isu, dan
gagasan yang dirasakan oleh para
pelaku dan pemangku kepentingan
dalam sistem pangan Kota Bandung,
diidentifikasi dan dianalisis untuk
mengurai kompleksitas sistem pangan
perkotaan Kota Bandung.

Hubungan keterkaitan antara sistem
ketahanan pangan, sistem ekonomi
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makro, dan sistem kesehatan/gizi
dapat terpetakan dalam sebuah
diagram hubungan sebab-akibat
(Gambar 14). Dalam struktur
diagram tersebut dapat dilihat
bagaimana peran dan fungsi dari
masing-masing pelaku dan pemangku
kepentingan yang terlibat dapat
berkontribusi terhadap peningkatan
kinerja sistem pangan dan kesehatan
masyarakat di Kota Bandung.

Namun demikian, struktur diagram
tersebut hanyalah titik awal dari
serangkaian kegiatan sebagai upaya
dalam mencapai tujuan bersama.
Peran dan fungsi setiap pelaku

dan pemangku kepentingan tetap
memerlukan sebuah wadah agar dapat
bersinergi untuk mencapai tujuan
bersama.

Bersandar pada fungsi dan peran
lembaga pemerintahan, maka dalam
hal ini kami merekomendasikan agar
Bappelitbang Kota Bandung segera
menginisiasi penyusunan dokumen
RAD-PG Kota Bandung yang dapat
menjadi peta jalan dan payung bagi
berbagai instansi pemerintahan
lainnya untuk dapat bersinergi.
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Gambar 14. Struktur Diagram Umpan Balik Sebab-Akibat (Causal Loop Diagram/CLD) Kompleksitas
Sistem Pangan Perkotaan di Kota Bandung
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